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an Abstrak

{ah]
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(@]

— Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk melakukan
arfélisa terhadap Undang-undang Desa, kemudian penulis hendak melakukan

=]

pengamatan secara mendalam terkait progress pembangunan yang dilakukan di
de% penulis tinggal yaitunya Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa,
K@upaten Kampar. Pada penelitian ini penulis ingin melihat Bagaimana Realisasi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 2 dan 3 tentang Desa
Té?cf:_hadap Pembangunan Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten
Kﬁ;@par dan seperti apa dalam pandangan figh siyasah. Subjek dalam penelitian
ini,adalah pemerintah desa sebagai pelaksana aturan, sedangkan objek penelitian
ad%lah proses pembangunan sebagai implementasi dari Undang-Undang Desa.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian
kualitatif, yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri sehingga untuk
dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan
yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkrontruksi obyek
yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang
Iarggsung dilakukan dilapangan atau pada responden.

Ea: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tanjung
Blgqgo sudah mengikuti ketentuan yang termuat dalam UU No 6 Tahun 2014,
se?ma beberapa tahun belakangan terjadi perbaikan pada siklus pembangunan.
Apdbila ditinjau dari segi figh siyasah maka kinerja pemerintah desa sudah sesuai
deg_gan kaidah-kaidah siyasah dusturiyyah.

I9A

Kata Kunci: Desa, Pembangunan, Figh Siyasah.
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Abstract

This research is motivated by the author's interest in analyzing the Village

dioyeH @

L&w, then the author wants to make in-depth observations regarding the progress
of=tlevelopment carried out in the village where I live, namely Tanjung Bungo
VB_;lage, Kampa District, Kampar Regency. In this study, the authors wanted to
seb-how the realization of Law Number 6 of 2014 Avrticle 83 paragraphs 2 and 3
coﬁcerning Villages Against Development in Tanjung Bungo Village, Kampa
Dﬁtrict, Kampar Regency, and what it is like in the view of siyasah figh. The
suject in this study is the village government as the executor of the rules, while
tha_qobject of research is the development process as the implementation of the
V?ﬁage Law.

This type of research is a type of qualitative research. In qualitative
research, the instrument is the researcher himself so that in order to become an
instrument, the researcher must have extensive theoretical knowledge and insight
so that he is able to ask, analyze, and construct the object under study to be clearer
and more meaningful. In this study the authors used a type of field research (field
research), namely research that was directly carried out in the field or on the
respondents.

;U") The results of this study indicate that the Tanjung Bungo Village
Gglernment has followed the provisions contained in Law Number 6 of 2014,
ovEf the past few years there have been improvements in the development cycle.
V\@en viewed from the point of view of figh siyasa, the performance of the village

gogérnment Is in accordance with the principles of siyasa dusturiyyah.

i o

<
K%/words: Village, Development, Figh Siyasah.
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KATA PENGANTAR

J\ J“:Nzg\____,...&

lw ejydio jeH @

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

1 3

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul “Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa
Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Figih Siyasah”. Shalawat beserta salam
senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa
sallam yang telah membawa risalahnya berupa Al-Qur’an dan hadist-nya sebagai
pedoman umat manusia dalam beragama dan bekehidupan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan
tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, dorongan dan nasehat dari berbagai
pirh%;k selama penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
N@mn dengan ke ridhoan Allah SWT serta restu dan do’a dari orangtua penulis

m%pun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Untuk

G,
ittsmelalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih

IJAI

kepada:

=

Teristimewa kepada Kedua Orang Tua lIbunda tercinta Sariani dan
Ayahanda Bapak Sudirman .K beserta saudara penulis Asnimar dan ipar
Abdullah Rais, kemudian Saudara saya Fitri Neli dan ipar Saiful Adli

S.Pd.i, dan Saudara saya Novi Sulastriani Amd.Kep dan ipar Jamhur
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Nasri terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu
memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril
maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan
cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan
kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do’a
serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu
skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat
ananda sayangi.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum beserta jajarannya.

Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah), Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum
Tata Negara (Siyasah) serta seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
yang telah banyak memberikan ilmu dan membantu penulis dalam
menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska
Riau.

Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Hairul Amri, M.Ag yang telah
memberikan dukungan, petunjuk dan meluangkan waktunya untuk

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
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£6. Bapak Dr. Syahfawi, S.Ag, M.Sh selaku Penasehat Akademis yang telah
-

o banyak memberikan saran, bantuan dan semangat selama masa
=

o perkuliahan.
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—-7. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan
=

— yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat sehingga
i penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

c

w

-~

jeb)

v Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat
QD

kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Pekanbaru, 27 Mei 2023

Rahmad Nurul Ikhsan
NIM. 11820414813
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan
sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara
Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai
konsekuensi dari negara kesatuan, Negara Republik Indonesia membagi
wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri atas daerah provinsi,
daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat
dengan pemerintahan pusat. Sekalipun demikian, daerah-daerah tersebut
diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahanya sesuai
aspirasi masyarakat setempat.*

Indonesia sebagai negara kesatuan tersusun atas pemerintahan
pusat dan daerah, yang secara spesifik diatur dalam Pasal 18 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

"2 Pasca

pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang.
Reformasi 1998, melalui amandemen UUD 1945, kewenangan pemerintah

pusat dan daerah mengalami perubahan yang begitu signifikan. Demikian

N
neny wisey JIRAg uejng jo AJISIaATU) dTWR[S] d)L}S

! Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, (Bandung: CV PustakaSetia,

), cet. ke-3, him 45.

? Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
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itu terlihat dalam sistem ketatanegaraan dari asas sentralisasi menuju asas
desentralisasi, dimana dalam menyelenggarakan asas desentralisasi ini
pemerintah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah.

Desa merupakan tingkatan paling bawah dalam pemerintahan.
Pada tingkatan paling bawah inilah Desa diharuskan mepunyai tata
pemerintahan yang tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum
yang kuat untuk menjadikan Desa sebagai tempat yang menyimpan segala
urusan yang berhubungan dengan masyarakat Desa. Semua itu
dikarenakan Desa merupakan wadah penyaluran semua data yang
diperlukan dan dipergunakan oleh masyarakat, baik itu data dari dusun
yang terdapat di Desa itu sendiri, data dari Kecamatan, bahkan data dari
Kabupaten pun Desa harus menyalin dan menyimpan rapih di dalam
dokumen Desa. Maka dari itu sistem pemeritahan yang terdapat di suatu
Desa haruslah sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi
kesenjangan baik itu dalam bentuk dokumen maupun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban desa
ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman
Menteri Dalam Negeri. Peraturan daerah yang dimaksud baru berlaku

sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.’

ce

nery wisey flre/

% Christine Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

e-1, him. 59.
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Desa sebagai salah satu jenis persekutuan teritorial. Persekutuan
hukum teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya merasa
terikat satu dengan yang lainnya, karena merasa dilahirkan dan menjalani
kehidupan di tempat atau wilayah yang sama.*

Di dalam suatu Desa haruslah terdapat unsur-unsur Desa, terutama
pemerintah Desa. Pemerintahan Desa tersebut terdiri dari Kepala Desa dan
dibantu oleh aparat Desa. Adapun aparat Desa tersebut sekretaris Desa,
pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanaan tiga teknis. Pemerintah Desa
bertugas untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Desa dalam
segala bidang, di antaranya dalam bidang pembangunan kawasan
perdesaan, baik itu dalam pembangunan fisik maupun non fisik.
Pembangunan kawasan perdesaan sangatlah penting dikarenakan melalui
pembangunan kawasan perdesaan itu Desa menjadi semakin maju.
Demikian pula dengan Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa,
Kabupaten Kampar yang masih ada perbaikan terutama dalam bidang
pembangunanya. Padahal Desa ini sudah ada sejak tahun 2008.
Seharusnya dengan wusia desa yang sudah dikategorikan lama,
pembangunan di desa ini sudah bisa maksimal.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
merupakan babak baru bagi kemajuan tata pemerintahan di indonesia.
Sebab, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi bukti

ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia dananggota DPR-RI untuk

neny wisey j1 '£g uejng jo AJISIdATU) dTWE[S] 3}€)S

* Setiady, Kunci Desa, (Malang: Pustaka llmu, 2013), him. 126.
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melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri,
dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur dan sejahtera.

Pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan
kemiskinan  melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana, dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal,
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu
(1) membina dan meningkatkan  perekonomian desa  serta
mengintegrasikannya, (2) mengembangkan sumber pendapatan desa dan
perwujudan pembangunan secara partisipatif, (3) mendirikan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) yang di kelola dengan semangat kekeluargaan dan
gotong royong.’

Dengan di terbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa tepat nya tercantum pada pasal 83 ayat 2 dan 3 yang
berbunyi : (2) pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam
upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan,

dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui

nery wisey fiiefg uejyng jo AJISIaATU) dTWR[S] 3)e}S

® Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, (Yogyakarta: Setara Pres, 2015), cet. ke- 6,
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pendekatan pembangunan partisipatif. (3) Pembangunan kawasan

perdesaan meliputi:

a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan
kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.

b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perdesaan.

c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan
pengembangan teknologi tepat guna.

d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap
pelayanan dan kegiatan ekonomi.’

Diharapkan akan menjadi acuan bagi pemerintah Desa dalam
menjalankan pemerintahan Desa. Tentunya agar menjadi lebih baik dari
pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam hal pembangunan kawasan
perdesaan. Dalam proses pelaksanaan, Pemerintahan Desa setidaknya telah
mempunyai acuan/payung hukum yang jelas.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi ke Desa Tanjung
Bungo dan melihat masih kurang terlaksananya program pembangunan
desa. Kendati sebagian sudah ada yang berjalan, namun belum maksimal.
Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pun masih terbilang belum begitu terlaksana.
Salah satu contohnya, bantuan pembangunan rumah tidak layak huni

masih juga belum tepat sasaran, akibatnya masyarakat merasa kalau

neny wisey jiedAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWER[S] 3}€)S

® Christine Kansil, op. cit, him. 60.
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mereka tidak dapat perhatian dari Pemerintahan Desa. Kemudian pada
pembangunan infrastruktur seperti jalan ke arah pemukiman warga masih
ada beberapa titik yang rusak serta minimnya pencahayaan jalan. Dan pada
pembangunan (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah) MDTA juga
belum terlaksana sepenuhnya, masih ada beberapa lokal yang belum
direnovasi karena bangunan yang sudah lama. Selanjutnya pada
pembangunan Rumah Singgah Jenazah di setiap Tempat Pemakaman
Umum (TPU) Yang bertujuan untuk menyimpan segala peralatan dan
tempat singgah/istirahat bagi petugas penggali kubur juga belum
sepenuhnya terlaksana.

Dalam figh siyasah, yang membahas masalah perundang-undangan
negara disebut dengan siyasah dusturiyah, yang membahas tentang
konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah
lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana
cara perumusan undang-undang), lembaga Demokrasi dan syura yang
merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta menjadi
pelaksanaan undang-undangan tersebut, selain itu siyasah dusturiyah juga
membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah syar’iyah, tujuan
dan tugas-tugas negara dalam figh siyasah dan hubungan timbal balik
antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang
wajib dilindungi.

Figh siyasah mengandung arti mengatur, mengendalikan,

mengurus atau membuat keputusan sebagaimana dalam kalimat “sasa al-
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gaum”, mengatur kaum, memerintah, memimpin dan membuat kebijakan.7
Jadi jika siyasah mengandung arti membuat kebijakan, maka UU tentang
otonomi daerah juga harus ditaati oleh Daerah Otonom. Sebagaimana yang
di sebutkan dalam QS. an-Nisa Ayat 59 sebagai berikut:

/&} £ = 5'2 _ {Ac
ob oS SN J;\; SR PR

5,“ P

/‘,

AN A g

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya ”8

Kaidah figih yang terkait dengan kepemimpinan seseorang
terhadap orang lain ini sangat erat kaitannya dengan segala bentuk
kepemimpinan, terutama dengan kepemimpinan yang menyangkut
kehidupan orang banyak. Sehingga kaidah ini memberikan batasan pasti
ternadap kepemimpinan dalam bentuk perintah bagi orang yang
memimpin untuk melakukan segala tindakan dengan dasar mashlahah
yang ingin diraih untuk semua orang yang ada di bawah

kepemimpunannya. Sekaligus adanya larangan bagi mereka untuk
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" Beni Ahmad Soebani, Filsafat Hukum Islam, (Bandung, Pustakan Setia, 2007), cet. Ke-
m. 340.

® Depag RI, al-Qur’an danTerjemahannya, (Bandung : PT. Sigma Arkanleema, 2009),
e-1, him. 110.
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melakukan tindakan yang dapat mendatangkan bahaya atau kerugian bagi
orang-orang yang dipimpinnya.’

Seorang pemimpin haruslah mementingkan kemaslahatan umat,
baik itu dalam membuat suatu kebijakan maupun dalam mengambil
sebuah keputusan.

Terkait dengan kebijakan, tentu Kepala Desa selaku pemerintah di
Desa harus melihat kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dari kebijakan
yang dibuat. Misalnya dalam hal pembangunan di desa baik itu berupa
akses maupun infrastruktur. Tentunya harus dilihat dari segi kemaslahatan
umat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik
untuk mengangkat topik tentang “Realisasi Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung
Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Dalam Perspektif

Fiqih Siyasah”.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yanng
dijadikan permasalahan maka penelitian ini hanya membahas tentang :
“Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 2 dan 3

tentang Desa Terhadap Pembangunan Pada Tahun 2022 di Desa Tanjung

nery wisey
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® Ahmad Rifai, Implikasi Kaidah Figih Tasharuful Imam Al-ra’iyyah Manuutu bil

Mashlahah Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia, Jurnal Hukum dan
Prahata Sosial Islam Al Maslahah, Staialhidayah Bogor, 2010, hal. 300.
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Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Figih

Siyasah”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1.

Bagaimana Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83
ayat 2 dan 3 tentang Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung
Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?

Bagaimana pandangan Figih Siyasah terhadap Realisasi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 2 dan 3 tentang Desa
Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa

Kabupaten Kampar?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

a.

Untuk mengetahui bagaimana Realisasi Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung
Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Figih Siyasah terhadap
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap
Pembangunan Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten

Kampar.
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2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Bagi akademik : Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan
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untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan penelitian ini juga
diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam
penelitian berikutnya.

Bagi peneliti : Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu
mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama berada dibangku
perkuliahan.

Bagi literatur pustaka : Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu
menambah literatur di perpustakaan UIN Suska Riau serta

diharapkan mampu dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya.
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TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Desa sendiri berasal dari bahasa india yakni “Swadesi” yang
berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang
merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta
memiliki batas yang jelas.’® Dengan kata lain secara etimologi kata desa
berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau
tanah kelahiran. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa."*

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1
mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.*?

uejy[ng jo AJISIdATU() dIWIR[S] 3)e}§

19 Bintarto R, dalam Soetardjo, Yulianti Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya,

GI@{ia Indonesia, Jakarta, 2001, hal 64.

>0

' Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, Raja

Grafindo Persada, jakarta, 2012, hal 3.
2 @U No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam ketentuan pasal 1 ayat 1.

nery wisey

11



b )

3,

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

h

NVIE YYSNS NIN
o0
.lf U

ﬁ:n
- |

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng NinN yllw eydio ey @

12

Pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern
yang bertugas mengelola barang — barang publik termasuk melakukan
pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah
desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi
harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi Kinerja politik
dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat
istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah
keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan
pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan
sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memilki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.*®

Lembaga musyawarah desa merupakan wadah permusyawaratan
atau mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan di
dalam mengambil keputusannya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan
mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh yang berkembang
dalam masyarakat desa. Dalam masyarakat tradisional untuk
menggerakkan masyarakat desa sangat berbeda dengan menggerakan

masyarakat perkotaan.

neny wisey jiedAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWER[S] 3}€)S

'3 Widjaja, Buku Otonomi Desa 2003, hal 3.
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Program Pembangunan Desa

Program merupakan instrumen Kkebijakan dari aktivitas yang
dilakukan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai
organisasi pelaksana kebijakan publik yang selanjutnya dijabarkan dalam
bentuk  berbagai  kegiatan  sebagai  langkah  konkrit  dalam
mengimplementasikan kebijakan publik. Program pembangunan desa
sebagai upaya pemerataan dana pembangunan, diharapkan mampu
dimanfaatkan secara optimal oleh pihak desa dalam mengakselerasi
pembangunan di wilayahnya.

Program Dasar Pembanguana Desa bertujuan untuk meningkatkan
dan atau mempercepat pemenuhan pelayanan dasar umum (Standar
Pelayanan Minimal), seperti Pendidikan, kesehatan, sarana Transportasi
dan penguatan kegiatan ekonomi masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip tata kelola dana program pembangunan
desa yaitu:

1. Transparan, seluruhnya kegiatan harus diketahui oleh segenap lapisan
masyarakat dengan mudah dan terbuka

2. Partisipatif, seluruh anggota masyarakat harus berperan aktif dalam
seluruh proses/tahap pelaksanaan

3. Akuntabel, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik
secara teknis maupun administratif

4. Sustainable, yaitu hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan

oleh masyarakat sendiri dalam wadah organisasi masyarakat.
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UU NO. 6 Tahun 2014

Suatu Undang-Undang mempunyai persyaratan untuk dapat
berlaku atau untuk mempunyai kekuatan berlaku. Ada 3 (tiga) macam
kekuatan berlaku, vyaitu kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan
filosofis.'* Pertama, kekuatan berlaku yuridis (Juristische Geltung).
Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan
formal terbentuknya undang-undang terpenuhi. Kedua, kekuatan berlaku
sosiologis  (Soziologische  Geltung) dengan  teori  kekuasaan
(Machtstheorie) apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa dan teori
pengakuan (Anerkennungstheorie) apabila diterima dan diakui oleh warga
masyarakat. Ketiga, kekuatan berlaku filosofis (Filosofische Geltung).
Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum
tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (Rechtsidee), sebagai nilai positif
tertinggi, yaitu Pancasila.

Berikut dipaparkan kekuatan berlaku yuridis UU No. 6 Tahun
2014. Pertama, kesatuan masyarakat hukum adat diamanatkan dalam
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adanya masyarakat hukum
adat. Kemudian dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan “....], maka otonomi Desa
akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti
perkembangan dari Desa itu sendiri [...]”. Hal ini berarti bahwa Desa

sebagai susunan pemerintahan terendah di Indonesia mempunyai identitas

Ce
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4 sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Kelima

akan Kedua, Liberty, Yogyakarta, him. 94-95
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dan entitas yang berbeda dan perlu di atur tersendiri dalam bentuk
Undang-Undang.

Kedua, pengakuan dan penghormatan negara terhadap Desa dalam
Konstitusi. Dalam penjelasan Pasal 18 disebutkan bahwa: Dalam teritori
Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen
dan volksgetneenschappen, seperti Desa di Jawa dan Bali, negeri di
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-
daerah itu mempunyai susunan asli, dan dapat dianggap sebagai daerah
yang bersifat istimewa. Artinya, NKRI harus mengakui keberadaan Desa-
Desa di Indonesia yang bersifat beragam. Konsep zelfbesturende
landchappen identik dengan Desa otonom (local self government) atau
disebut Desa Praja yang kemudian dikenal dalam UU Nomor 19 Tahun
1965, yakni Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan
berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan
konsep volksgetneenschappen identik dengan kesatuan masyarakat hokum
adat atau menurut orang Bali disebut dengan “Desa adat” atau self
governing community. Zelfbesturende landschappen akan mengikuti asas
desentralisasi (pemberian) dan volksgetneenschappen akan mengikutiasas
rekognisi/pengakuan (bawaan).

Ketiga, penyerahan urusan/kewenangan dari kabupaten/kota
kepada Desa sebenarnya tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Jika UU
Desa disusun terpisah dari UU Pemda, hal ini akan semakin mempertegas

amanat dan makna Pasal 18 UUD 1945, sekaligus akan memperjelas
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posisi (kedudukan) dan kewenangan Desa atau memperjelas makna
otonomi Desa. Implementasi pengakuan terhadap keanekaragaman
otonomi desa yakni: Pertama, pemerintah desa tidak harus menggunakan
nama desa. Diperbolehkan mempergunakan nama menurut adat istiadat
seperti dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, negorij dan lain
sebagainya. Kedua, pengakuan terhadap otonomi asli.® Van Vollenhoven
berpendapat bahwa otonomi mencakup aktivitas-aktivitas (catur praja)
seperti pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sendiri
(zelfwetgeving), melaksanakan sendiri (zelffuitvoering), melakukan
peradilan sendiri (zelfrechtspraak), dan melakukan tugas kepolisian sendiri
(zelf-politie).*°

Selanjutnya dari aspek kekuatan berlaku sosiologis UU Nomor 6
Tahun 2014 dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, secara
sosiologis, untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia harus
memulai paradigm pembangunan dari Desa karena sebagian besar
penduduk Indonesia tinggal di Desa. Kedua, pengaturan otonomi Desa
dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya

ekonomi dan politik Desa. “Otonomi Desa” hendak memulihkan basis

ng jo AJISIdATU() dIWIR[S] d)e}§
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1> Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas

Hukum UlI, Yogyakarta, him. 12

® Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009, Naskah Akademik

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Masyarakat Adat, Dewan Perwakilan
Dag_ah Republik Indonesia, Jakarta, him. 60.
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penghidupan masyarakat Desa, dan secara sosiologis hendak memperkuat
Desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri.

Secara sosiologis, meskipun secara eksplisit istilah Desa hilang
dalam UUD 1945 amandemen ke-2, tetapi klausul “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya [...]” berarti mengharuskan Negara melakukan rekognisi
terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang di dalamnya
mencakup Desa, nagari, mukim, huta, sosor, kampung, marga, negeri,
parangiu, pakraman, lembang dan seterusnya. UU No. 22 Tahun 1999 dan
UU No. 32 Tahun 2004 telah memberikan pengakuan itu dan secara
nasional melakukan penyebutan Desa (atau dengan nama lainnya).
Pengakuan diberikan kepada eksistensi Desa (atau nama lain) beserta hak-
hak tradisionalnya.'’

Terakhir, dari aspek kekuatan berlaku filosofis UU Nomor 6 Tahun
2014. Pertama, secara filosofis, sebelum tata pemerintahan di atasnya ada,
Desa itu lebih dulu ada. Maka, sebaiknya Desa harus menjadi landasan
dari tata pengaturan pemerintahan dan menjadi ujung tombak dalam
setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan. Kedua, bahwa bangunan hokum Desa merupakan
fundamen bagi tatanegara Indonesia. Artinya bahwa bangsa dan Negara
sebenarnya terletak di Desa, maka pengaturan Desa dalam Undang-

Undang menjadi urgen. Ketiga, Undang-Undang pemerintahan Desa

da

nery wisey gre

" H. Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional

ukum Modern dalam Desain Otonomi Desa, (Bandung: Alumni, 2010), him. 43-44.
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merupakan instrument untuk membangun visi menuju kehidupan baru
Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Dengan demikian, inisiatif

lokal yang kuat merupakan fondasi local bagi kemandirian Desa.

Konsep Figih Siyasah
Dalam politik Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan
khalifah, imam, amir. Dimana semua itu mempunyai pengertian yang
hampir sama yaitu Kepala Negara, pemimpin tertinggi umat Islam,
pengganti Nabi dan lain sebagainya.® Adapun nama kesemuanya itu
adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masyarakat
yang dipimpin. Walaupun demikian khalifah, imam, atau amir,tidaklah
identik dengan Presiden, Bupati atau Wali Kota. Karena khalifah, imam,
dan amir pada zaman Khulafaur Rasyidin selain mereka pemimpin yang

mengurus urusan duniawi mereka juga pemimpin agama.*®

1. Pengertian Imamah
Kata “Imamah” adalah kata benda bentukan dari kata kerja
dalam Bahasa Arab Amma-yaummu-amma-waammamawaimmamata,
yang berarti memimpin. Kata imam mempunyai makna: (1) setiap
orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan, (2)
pengurus dan penanggung jawab suatu urusan, (3) jalan yang luas, dan
(4) panutan. Dalam kehidupan sehari-hari, imam sering dimaknai

sebagai orang yang memimpin sholat jamaah. Arti harfiah ialah

®
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18 3. Suyuthin Pulungan, Figih Siyasah; Ajaran. Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT. Raja

indo Persada, 1999, cet. Ke-4, him. 48-49.
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merupakan seseorang pemimpin yang akan dijadikan panutan. Dengan
demikian imam mempunyai arti pemimpin yang akan memimpin orang
lain, sementara itu imamah adalah Lembaga pemimpin.?’ Sedangkan
menurut al-Mawardi, imamah adalah lembaga pemerintahan yang
bertugas memimpin sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dalam
fungsi kenabian untuk menjalankan syari’at agama dan menjaga
keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di

dunia.?*

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

Dari beberapa definisi, imamah yang di uraikan oleh para ulama
penulis menyimpulkan hakikat ulama imamah yaitu: kesatu: imamah
merupakan sebuah jabatan tertinggi dalam negara Islam, karena
memunyai peran dan fungsi dalam memimpin semua orang, baik dari
kalangan pejabat (menteri, panglima perang, hakim, dan lain-lain)
maupun kalangan rakyat jelata. Kedua: karena Nabi Saw adalah
penutup para Nabi dan Rasul, dan tidak ada lagi nabi sepeninggal
beliau, maka Imamah meneruskan kenabian yaitu memimpin dan
mengurus urusan seluruh umat islam, baik urusan-urusan Agama
maupun urusan-urusan dunia. Ketiga: Imamah memimpin seluruh umat
islam dengan berdasarkan hukum-hukum syariat Islam baik yang

berkenan dengan urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat.

20 Moch. Fahruroji, Trilogi Kepemimpinan Islam®, Analisis Teoritik Terhadap Konsep
Hafah, Imamah dan Imarah, No. 12 (Juli Desember, 2008), 298.

2L Imam al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah. terj. Abdul
Hayie al Kattani dan Kamaludin Nurdin, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15.
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2. Syarat Syarat Imamah
Sebagai pemegang jabatan tertinggi yang mengurusi seluruh
urusan umat Islam, seorang yang dipilih atau diberi wasiat menjadi
imam haruslah memenuhi sejumlah kriteria dan syarat tertentu agar ia
mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Syarat-syarat bagi seorang imam adalah:
a. Beragama Islam.

Berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’ Ulama,
seorang imam harus beragama Islam. Kepemimpinan tertinggi
(imamah) adalah jalan terbesar untuk menguasai umat Islam yang
tidak diserahkan kepada orang-orang kafir.

b. Baligh.

Berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’ Ulama,
seorang imam harus orang yang sudah baligh. Seorang anak yang
belum baligh tidak berhak mempergunakan hartanya sendiri.
Urusannya diserahkan kepada walinya.

c. Berakal Sehat.

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa orang gila tidak boleh

menjadi imam.
d. Orang Budak.
Seorang budak boleh menjadi imam, sebab ia mempunyai hak

atas dirinya sendiri.
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e. Laki-laki.
Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’ melarang perempuan
menjadi imam umat Islam.
f. Berasal dari Suku Quraisy.
As-Sunnah ijma’ sahabat menegaskan bahwa imam harus
berasal dari suku Quraisy.
3. Hak-Hak Imam
Imam telah menunaikan dalam menjalankan kewajiban
kewajibannya kepada rakyat, maka sebaliknya rakyat juga harus
memenuhi kewajiban-kewajiban mereka kepada imam. Kewajiban
tersebut meliputi hak-hak imam. Apabila semua kewajiban-kewajiban
telah terpenuhi maka imam akan memiliki kekuatan, kekuasaan,
dukungan penuh dari rakyatnya dan efeknya imam dapat menjalankan
tugas-tugasnya dengan baik. Hak-hak imam antara lain adalah:
a. Hak didengar dan ditaati Rakyat
Wajib mendengarkan dan menaati semua perintah imam
selama bukan dalam perbuatan maksiat, baik imam tersebut adalah
imam yang adil maupun imam yang zhalim, seperti yang tertera

dalam firman Allah,

=
z £- g _ - £ 54 =0
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian
jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik

akibatnya.”?

Hak dihormati dan dibantu dalam melaksanakan kewajiban

Selama Imam menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai
kemampuannya, maka rakyat wajib membantu dan mendukung.
Rakyat juga wajib menghormati, mendoakan dan tidak menghina
imam yang berlaku adil. Allah Dberfirman, Selama Imam
menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai kemampuannya, maka
rakyat wajib membantu dan mendukung. Rakyat juga wajib
menghormati, mendoakan dan tidak menghina imam yang berlaku
adil.
Hak diberi nasehat

Imam adalah seorang manusia yang terkadang lupa, keliru,
tidak tahu, dan berbuat salah. Maka umat Islam, terutama para
tokoh dan Ulama, wajib memberi nasehat kepada Imam dengan cara

yang sopan, baik, dan tidak menjatuhkan harga diri imam di mata

ke

neny wisey gaie

%2 Depag RI, al-Qur’an danTerjemahannya, (Bandung : PT. Sigma Arkanleema, 2009), cet.

him. 110.
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masyarakat. Kewajiban menasehati pemimpin semakin penting
manakala pemimpin tersebut berbuat zhalim.
Hak harta (gaji dan tunjangan)

Imam menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk
mengurusi urusan agama dan dunia kaum muslimin. Karena ia tidak
mempunyai kesempatan untuk mencari nafkah bagi keluarganya,
maka ia berhak mendapatkan gaji yang layak untuk memenuhi
kebutuhan hidup keluarganya, tanpa berlebih-lebih dan korupsi.
Sebab, harta negara adalah milik kaum Muslimin yang
diamanahkan kepadanya, seperti halnya wali yatim diberi amanah
untuk menjaga harta anak yatim. Jika ia berlebih-lebihan, boros, dan
korupsi dari harta baitul mal, maka ia seperti halnya memakan harta
anak yatim.

Hak memerintah selama mampu menjalankan tugas imamah

Berbeda dengan sistem kafir demokrasi yang membatasi
masa jabatan pemimpin dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu
bisa dicalonkan kembali, syari’at Islam menetapkan bahwa imam
memegang jabatan selama ia masih mampu menjalankan tugas dan
merealisasikan tujuan-tujuan imamah. Masa jabatan imam
tergantung kepada mampu atau tidaknya merealisasikan tugas dan
tujuan-tujuan imamah. Jika imam mampu menjalankan tugas-tugas
imamah dengan baik sampai akhir hayatnya, maka masa jabatanya

adalah sampai ia meninggal, alias seumur hidup. Adapun jika ia
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tidak mampu merealisasikan tujuan-tujuan dan tugas-tugas imamabh,
maka ia di turunkan dari jabatannya, walau baru satu hari menjabat.
4. Kewajiban-kewajiban Imam

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila
meletakkan focus of interest-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri datang
apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan
hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajibankewajiban sebagai
manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup

di dunia. Kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah:

a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-
apa yang telah disepakati oleh umat salaf.

b. Mentafidzkan  hukum-hukum  diantara  orang-orang  yang
bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan
terlaksana secara umum.

c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan
tentram dan tenang dalam berusaha mencari sumber kehidupan,
serta dapat bepergian dengan aman, tanpa adanya gangguan
terhadap jiwanya atau hartanya.

d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani
melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebinasaan dan

kerusakan.
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Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak
berani menyerang dan menumpahkan darah umat muslim atau non
muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah
dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula
jadi kafir dzimi.

Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara
atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.

Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang
yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta
membayarkannya pada waktunya.

Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam
menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan
negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh
orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang
jujur.

Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam

membina umat dan menjaga Agama.”®

Ag

% Imam al-Mawardi, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam,

terjémahan Fadhli Bahri dari kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal.

235
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Dari berbagai karya ilmiah yang ada penulis akan menyajikan

beberapa penelitian terdahulu yang dirasa relevan dengan penelitian ini

diantaranya:

pd
IRPTw e)

Nama

Judul

Jenis Penelitian

Hasil

N

neiy eysng

Ramawati

Analisis  UU
NO. 6 Tahun
2014 Tentang
Desa Terhadap
Pelaksanaan
Pembangunan
Dan Tugas
Kepala  Desa
(Studi
Di
Jatimulyo

Kasus

Desa

Kecamatan
Pegajahan
Kabupaten
Serdang
Bedagai Dan
Figih Siyasah).
Skripsi.

Jenis penelitian ini
adalah
kualitatif

penelitian
dengan
menggunakan
pendekatan
perundang-
undangan dan
pendekatan
konseptual.Sumber
data penelitian ini
ada tiga jenis yaitu
data
data

sumber
primer,
sekunder dan data
Teknik

pengumpulan data

tersier.

menggunakan
wawancara, study
pustaka dan
dokumentasi.
Kemudian  teknis
analisis data

menggunakan data
kualitatif.

Tinjauan figih

siyasah  terhadap
tugas kepala desa
dalam pelaksanaan
pembangunan desa
tugasnya  secara
umum kurang
optimal  sehingga
kurang amanah dan
kurang
bertanggung jawab
dalam
melaksanakan
tugas berdasarkan
wewenang dan
kewajibannya
sebagai kepala

desa.
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©

Zg Mei Suryani Pelaksanaan Metode penelitian | Berdasarkan hasil

: Undang- ini adalah penelitan | penelitian  bahwa

o Undang Nomor | lapangan (field | pelaksanaan

o 6 Tahun 2014 | research) yang | pemilihan  kepala

i Tentang Desa | bersifat deskriptif | desa di desa Way

i Mengenai analisis dengan | Terusan tidak

= Masa Jabatan | sumber data primer | dilaksanakan sesuai

gJ Ditinjau Dari | dan data sekunder. | Undang-Undang

L Figh  Siyasah | Analisis data yang | Nomor 6 Tahun

Q;:;; (Studi  Kasus | digunakan 2014 hal ini

O Di Desa Way | kualitatif. karena: 1. Kepala

= Terusan Pengumpulan data | Desa tersebut
Kecamatan menggunakan mantan preman, 2.
Bandar sampel dan tehnik | Kepala Desa
Mataram proposive sampling | dianggap lebih
Kabupaten setelah itu | berpengalaman,
Lampung dilakukan dan 3. masyarakat
Tengah) pemeriksaan data, | masih

- Skripsi. sistemasi data serta | mempercayai

g_ analisis data. | Kepala Desa.

; Adapun analisis

’g data menggunakan

Y metode induktif.

3§_ Djihan Implementasi | Jenis penelitian | Adapun hasil dari

fg Patarioja Tugas Dan | yang digunakan | penelitian ini yaitu

®

i; Kewenangan dalam penelitian ini Mengenai tugas

@ Kepala Desa | adalah jenis | dan  kewenangan

?_-” Berdasarkan penelitian  hukum | Kepala Desa

g Undang- empiris yaitu | dijelaskan

@ Undang penelitian yang | berdasarkan

§_ Republik dilakukan langsung | Undang-Undang

z

®

5.

a
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Indonesia
Nomor 6
Tahun 2014
Tentang Desa
Di Desa
Mabonta
Kecamatan
Burau
Kabupeten
Luwu  Timur
(Perspektif
Hukum Islam)

Skripsi.

di lapangan.

Adapun pendekatan

yang digunakan
yaitu deskriptif
yaitu dengan

menjelaskan  dan
menguraikan
mengenai

pelaksanaan tugas

dan  kewenangan

Kepala Desa
Mabonta.

Penelitian ini
dilakukan di Desa
Mabonta

Kecamatan Burau
Kabupten Luwu
Timur. Yang
menjadi subjek

dalam penelitian ini
adalah Kepala Desa
Mabonta,  Aparat
Pemerintah  Desa,

dan  Masyarakat.

Teknik yang
digunakan  adalah
wawancara,
observasi dan
dokumentasi.

Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa
dan  pelaksanaan

tugas dan
kewenangan

Kepala Desa
Mabonta dalam
perspektif  islam,

adapun tugas yang
dilaksanakan oleh
Kepala Desa
Mabonta yaitu
Penyelengaraan

Pemerintahan

Desa; pelaksanaan
pembangunan

Desa; pembinaan
masyarakat Desa,

dan pemberdayaan

masyarakat Desa.
Dalam

menjalankan
kewenangannya
sebagai Kepala
Desa, seperti
memimpin

penyelenggaraan
Pemerintahan

Desa, mengangkat
dan meberhentikan
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METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif menurut Hikmat vyaitu menganalisa data dengan jalan
mengklasifikasikan data-data berdasarkan atas persamaan jenis dari data
tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya
dihubungkan sedemikian sehingga gambaran yang utuh tentang masalah
yang diteliti.** Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumennya
adalah peneliti itu sendiri sehingga untuk dapat menjadi instrumen maka
peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga
mampu bertanya, menganalisis, dan mengkrontruksi obyek yang diteliti
menjadi lebih jelas dan bermakna.®®

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian
lapangan (field research) vyaitu penelitian yang langsung dilakukan
dilapangan atau pada responden. Selain dari pada itu penulis juga
menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian
yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik
berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti

terdahulu.?®

1eAg uej[ng Jo AJISIdATU) DTWER[S] 3}€)S

2* Hikmat, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), cet. ke-1, him. 45.
2% gygiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke-3, him.
% gysiadi AS, MetodePenelitian, (Lampung, Bandar Lampung: LP2M institute Agama

Islath Negeri Raden Intan, 2015), cet. ke-1, him. 119.
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Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa
Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Adapun yang
menjadi alasan penulis melakukan penelitian disini adalah karena penulis
menemukan permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu berupa minim nya
pembangunan di desa yang menyebabkan segala kegiatan di desa berjalan
kurang maksimal. Selain itu keramahan dari staf desa setempat juga

sebagai faktor pendukung dipilihnya desa ini sebagai objek penelitian.

Subjek Dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek”dalam penelitian ini adalah perangkat desa,
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kepala Dusun.
Sedangkan yang menjadi objek?® dalam penelitian ini adalah pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 83 ayat 2 dan 3 tentang Desa

terhadap pembangunan.

Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkann oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya.?® Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian

&
gu

nery wisey ek
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2" [rwanSuhartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 1995),

..ke-3, him. 57.

H
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%% Ibid.
2 gugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabet, 2012), cet. ke-1,
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ini adalah perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Kepala Dusun yang secara keseluruhan berjumlah 8 orang.

Menurut Sugiyono, Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.*® Pada penelitian ini
yang menjadi sampel adalah 8 orang yang meliputi 1 orang kepala desa, 1
orang sekdes, 1 orang kaur umum, 1 orang kaur pembangunan, 1 orang
kaur pemerintahan, 1 orang BPD, dan 2 orang Kepala Dusun, dengan

teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah total sampling.

Sumber Data
Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan data primer dan
data sekunder, yaitu:

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data.** Data primer pada penelitian ini adalah data
yang diambil langsung dari narasumber yaitu perangkat Desa Tanjung
Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar.

2. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh
peneliti secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul
data.** Data Sekunder pada penelitian ini adalah sumber data penelitian
yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yaitu data yang diambil dari

w
nery wisey jireAS uej hg jo AJISIaATU dTWER[S] d)e}S

30 H
Ibid.
31 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke- 3, him.
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majalah, internet, buku dan lain sebagainya. Data sekunder ini
bertujuan sebagai pelengkap dari data yang dihasilkan dari penelitian

data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan

adalah sebagai berikut:

1.

Observasi®® yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung
guna mendapatkan data tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa terhadap pembangunan di Desa Tanjung
Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Pengamatan disini
penulis laksanakan selama 1 minggu, hal ini bertujuan untuk
mendapatkan data sementara dalam hal pembangunan desa di Desa
Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar tersebut.
Wawancara® vyaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan
mewawancarai para pihak yang ikut serta sebagai yang ada kaitannya
dengan penelitian peneliti ini.

Studi pustaka yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan
mengutip kutipan-kutipan dari referensi-referensi yang sesuai dengan

penelitian penulis.

19

JizeAgue

nery wisey

%% Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

), cet. ke-7, him. 125

% Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Public dan llmu Social

La__nya, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed.1, cet. ke-1, him. 14
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Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode Kualitatif
yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data
berdasarkan atas persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan

antara satu data dengan data yang lainnya dihubungkan.

Teknik Analisa Data

© Rak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
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lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
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BAB V

PENUTUP

A§Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berhubungan

engan permasalahan dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

Pemerintah telah menyiapkan pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh
kepala desa agar bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Aturan mengenai
desa dimuat secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa. Tujuan pembangunan desa, sebagaimana dituangkan
di dalam UU Desa, adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia
serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan
potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan. Secara keseluruhan pemerintah desa Tanjung Bungo
telah mematuhi dan mengikuti segala ketentuan yang terdapat dalam UU
No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Melihat dari aspek figh siyasah aturan yang ada menjadi bagian siyasah
dusturiyyah, prosedur pembuatan aturan tidak bertentangan dengan
syari’at, sebab diperuntukkan bagi kemajuan kehidupan bermasyarakat.
Sebagai pelaksana aturan, pihak desa telah berupaya untuk melaksanakan
pembangunan secara baik. Sehingga sebagai pemangku kekuasaan di

tingkat desa, kepala desa sudah mencerminkan teladan yang baik.

57
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aran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang penulis peroleh agar

wpelaksanaan pembangunan desa dilakukan lebih optimal dan efisien maka

= . . A
—penulis memberikan saran sebagai berikut:

X

1. Demi terwujudnya pembangunan yang bertumbuh, ada baiknya

Nely ejsns NI

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

pemerintah melakukan sosialisasi terkait pengelolaan desa kepada
masyarakat, dengan demikian diharapkan masyarakat juga berkembang
dari segi pemikiran mengenai pembangunan desa, hal itu akan membuat
masyarakat semakin peduli dan mendukung program pembangunan yang
dilakukan. Selain itu masyarakat akan lebih berani untuk melakukan kritik
dan saran terhadap pihak desa, bahkan semangat gotong royong juga akan
semakin tinggi.

Jika dilihat dari aspek figih siyasah, hendaknya pemerintah Desa Tanjung
Bungo diharapkan selalu konsisten dalam melayani masyarakat,
melakukan pembangunan secara berkelanjutan, dan mengelola anggaran
desa secara maksimal. Kemudian pihak desa perlu lebih mendekatkan diri
dengan masyarakat, membuka ruang public untuk membicarakan
pembangunan, serta merangkul semua masyarakat agar terlibat aktif untuk

kemajuan desa.
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1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Skripst dengan judul “Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
TPentang Desa Terhadap Pembangunan di Desa Tanjung Bungo Kecamatan
Kampa Kabupaten Kampar dalam Perspektif Figih Siyasah™ yang ditulis
oleh:

PENGESAHAN
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= Nama : Rahmad Nurul Ikhsan

= NIM - 11820414813

= Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
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; Tempat : Ruang Dekanat Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum
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Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH /

Ketua
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g _ Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum

m?i:}niversitas Sultan Syarif Kasim Riau :

A Nama : RAHMAD NURUL IKHSAN

Y NIM - 11820414813

= Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kantor Desa Tanjung Bungo

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
‘REALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG BUNGO KECAMATAN KAMPA
KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
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Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
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memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.
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%2 25NM g ;11820414813
& = B.EUniversitas : UIN SUSKA RIAU
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@B S gjudul Penelitian : REALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
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Han t8rima kasih®
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pada tanggal 17 Oktober 2022
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RIWAYAT HIDUP PENULIS

Rahmad Nurul Ikhsan lahir di Desa Kampar
kecamatan kampa pada tanggal 25 April 2000. Dirawat dan
dibesarkan dengan kasih sayang oleh kedua orang tua yaitu
bapak Sudirman .K dan Ibunda Sariani. Penulis merupakan
anak bungsu dan memiliki tiga orang kakak perempuan yaitu
Asnimar, Fitri Neli dan Novi Sulastriani Amd.kep.

2 Pendidikan formal yang ditempuh penulis dimulai dari TK
Aanldayah Dusun | Tarok pada Tahun 2006, kemudian penulis menempuh
pe;gdldlkan dasar di SDN 006 Tanjung Bungo lulus pada tahun 2012, setelah itu
peﬁulis melanjutkan ke MTsN Kampar lulus pada tahun 2015, kemudian
melanjutkan ke SMA Negeri 1 Kampar Timur dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 melalui jalur Ujian Mandiri penulis melanjutkan
pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA)
Riau, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum tepatnya jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah). Penulis melaksanakan magang di Kantor Urusan Agama pada bulan
Februari-Maret 2021.

- Penulis aktif dalam kegiatan olahraga futsal, baik itu di dalam kampus
ma:'{qun di luar kampus. Penulis pernah menjuarai turnamen futsal sejurusan
Hlac:i(um Tata Negara (Siyasah) dan mendapatkan juara 2. Penulis juga merupakan
te?ga pendidik di MDTA Nurul Huda Dusun | Tarok Desa Tanjung Bungo.

~  Agar dapat menyelesaikan studi perkuliahan, maka penulis tertarik
mg{akukan penelitian di Desa Tanjung Bungo mulai dari bulan September-
Defg;ember dengan judul penelitian: "Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun
203'4 tentang Desa Terhadap Pembangunan di Desa Tanjung Bungo Kecamatan
Kampa Kabupaten Kampar dalam Perspektif Figih Siyasah™.

g’ Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan
skgpsi ini dengan dukungan dari banyak pihak dan penulis dinyatakan LULUS
pa&a sidang Munagasyah tanggal 26 Juni 2023 dan berhak menyandang gelar
S%j_ana Hukum (S.H).
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